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WALIKOTA BIMA

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR YU#% TAHUN 2015
\

TENTANG
PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK

BINAAN DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA BIMA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negara ‘di bidang

Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bima telah dibentuk satuan PAUD Taman
Kanak-kanak oleh Dharma Wanita Persatuan Kota Bima;

. bahwa untuk meningkatkan kwalitas program dan mutu Pendidikan Anak Usia

Dini, serta mempercepat penataan kelembagaan perlu dilakukan perubahan
status satuan PAUD Taman Kanak-kanak binaan Dharma Wanita Persatuan
Kota Bima menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Kota Bima;

.bahwaberdasarkanperﬁmbangansebagaimanadimaksuddalamhumfadan

huruf b, perlu menetapkan Perubahan Status Taman Kanak-kanak binaan
Dharma Wanita Persatuan Kota Bima menjadi Taman Kanak-kanak Negeri
Kota Bima dengan Keputusan Walikota Bima;

. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di

Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4188);

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 25 Tshun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4586):
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11.

12.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

_Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintsh Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pem intah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang
Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 20149 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 152);

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 160);

Peraturan Walikota Bima Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima
Tahun 2015 Nomor 208);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN STATUS TAMAN
KANAK-KANAK BINAAN DHARMA WANITA PERSATUAN KOTA
BIMA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KOTA BIMA.

Merubah Status Taman Kanak-kanak Binaan Dharma Wanita Persatuan Kota
Bima menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Kota Bima sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.

Taman Kanak-kanak Negeri Kota Bima sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU dengan sendirinya mengalami perubahan nomenklatur sebagaimana
dalam lajur (7) Lampiran Keputusan ini.

Penyelenggaraan dan pengelolaan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi tanggung jawab
Pemerintah Kota Bima.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Raba Bima
| padatangaal 5 QUi 2015
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T _. WALIKOTA BIMA,
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™ Tembusan di sampaikan dengan hormat kepada :

Ladba b Sl T 2

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

Direktur Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta;

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

Ketua DPRD Kota Bima di Raba;

Sekretaris Dacrah Kota Bima di Raba;

Inspektur Daerah Kota Bima di Raba;

Kepala Dinas DIKPORA Kota Bima di Raba;

9. Kepala BAPPEDA Kota Bima di Raba;

10. Kepala BKD Kota Bima di Raba;

11. Kepala DPPKAD Kota Bima di Raba;

12. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bima di Raba;

13. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima di Raba;

14. Kepala UPT Dikpora Kecamatan se Kota Bima di tempat.
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